
BAB IV 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan uraian yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya yang 

menyangkut pelaksanaan pemberian izin trayek angkutan kota oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Solok, maka penuis sampaikan pada bab yang terakhir 

yang mana penulis mencoba memberikan suatu kesimpulan dan saran terhadap 

masalah yang ditemui. 

a. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan pemberian izin trayek angkutan kota, harus memenuhi 

beberapa tahapan agar dapat beroperasi di jalan dan beberapa syarat yang 

harus dipenuhi untuk mendapatkan izin trayek yaitu syarat administrasi 

antara lain: 

1. Memiliki surat izin usaha angkutan  

2. Memiliki atau menguasai kendaraan yang layak jalan 

dibuktikan dengan surat tanda motor kendaraan bermotor 

dan buku uji atau foto copynya 

3. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool 

kendaraan yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan 

bangunan serta surat keterangan kepemilikan atau 

penguasaan 

4. Memiliki atau kerjasama dengan pihak lain yang mampu 

menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraannya untuk 

tetap berada di kondisi layak jalan 
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2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian izin trayek 

angkutan kota ini tidaklah terlalu sulit, akan tetapi terdapat keluhan 

dari salah satu perusahaan angkutan kota yaitu lambannya kinerja 

pejabat Dinas Perhubungan dalam pengurusan izin dan lamanya 

jangka waktu pengurusan izin tersebut. Beberapa kendala terjadi 

setelah izin trayek didapatkan antara lain masih banyaknya sopir 

angkutan yang tidak melengkapi syarat yang harus dipenuhi menjadi 

sopir angkutan umum dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang 

berlaku. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten untuk 

mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan kinerja dalam 

pengurusan izin dan lebih meningkatkan serta mempercepat jangka 

waktu dalam pengurusan izin agar tidak adanya keluhan lagi pada 

pengusaha angkutan kota dan memberikan pengawasan yang lebih 

ketat lagi terhadap perilau sopir pada angkutan kota yang 

menyimpang dan prilaku yang tidak mengutamakan kenyamanan 

bagi para penumpang dengan memberikan teguran yang lebih tegas 

terhadap itu. 

b. Saran 

 Sehubungan dengan judul skripsi ini penulis hanya memberikan sedikit saran 

yaitu:  

1) Agar angkutan Kota lebih tertata dengan baik mencari alternatif dengan 

membuat terminal yang terletak di pusat kota agar angkutan kota bisa 
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tertata dengan baik dan teratur sehingga tidak menggangu aktifitas 

masyarakat lainnya 

2) Agar tidak banyaknya perilakumenyimpang yang dilakukan oleh supir di 

jalan maka penulis ingin menyarankan kepada pemerintah agar membuat 

peraturan atau keputusan mengenai tata umum tentang angkutan kota 

dijalanan agar terciptanya kenyamanan dan keamanan di jalan raya 

3) Sehubungan dengan kurangnya literatur yang berhubungan dengan hukum 

perizinan terutama izin trayek pada angkutan umum dan bidang kendaraan 

umum lainnya maka diharapkan kepada para ahli serta penulis bidang 

hukum untuk menyusun buku-bukumengenai bidang ini terutama masalah 

perizinan angkutan umum. 
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